BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 2% /KPTS/ Y /2013

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)

MENIMBANG

MENGINGAT

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan

proses perencanaan, penajaman dan kesinambungan program
pembangunan daerah tahun 2014, perlu dilaksanakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

bahwa dalam rangka menjamin konsistensi, keterpaduan dan
kelancaran pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kabupaten
Bengkalis tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim
Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah;

_ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara;

_ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah;



7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

-,.__Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan
e ;Daerah

o 8 ,Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasnonal Tahun 2005-2025;

. 9;‘ﬁ Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan‘

MENETAPKAN :

 KESATU

i Peraturan Perundangan- undangan

" 10. Peraturan Pemerlntah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata

- Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

11 Peraturan ‘Pemerintah - Nomor 58 - Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

\‘12 Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang’

Pedoman Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan,
: Pemeruntahan Daerah

13 Peraturan - Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembaglan Urusan  Pemerintahan ‘antara  Pemerintah,
‘Pemerintahan: Daerah Prov1n3| dan Pemerlntahan Daerah
Kabupaten/Kota

' ‘14 Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

- Tata Cara Penyusunan Pengendallan dan EvaIuas:-ﬁ
Pelaksanaan Rencana 'Pembangunan Daerah

: 15 Peraturan PreS|den Nomor 5 Tahun 2010 tentang . Rencana‘

Pembangunan Jangka Menengah Nasmnal Tahun 2010- 2014

. 16 Peraturan ‘Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006

,tentang - Pedoman '~ Pengelolaan Keuangan -Daerah,
“sebagalmana telah diubah beberapa kali ‘terakhir dengan
- Peraturan -Menteri Dalam ‘Negeri Nomor 21 Tahun 2011
.'tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
‘Keuangan Daerah

"17 Peraturan | Menterl Dalam Negen Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

; 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls ‘Nomor 3- Tahun 207

tentang 'Rencana - Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
Kabupaten Bengkalls Tahun 2010 2025

Sl 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 09 Tahun 2011

‘tentang Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bengkalls Tahun 2010 2015

MEMUTUSKAN

MembénntUk ~Tim Pelaksana : Musayawarah ‘Perencanaan
PembangUnan (Musrenbang) Kabupaten Bengkalls Tahun 2013,

' sebagalmana tercantum dalam Lamp|ran Keputusan ini.
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KEDUA . Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut :

1.

Memberikan pengarahan/pembinaan bagi terlaksananya
Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Forum SKPD) dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, sehingga forum dapat
terlaksana dengan lancar dan mencapai sasaran sesuai yang
diharapkan;

2. Melaksanakan Forum SKPD dan Musrenbang sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan yang berlaku untuk membahas
usulan program/kegiatan Pembangunan Kabupatenn
Bengkalis Tahun 2014.

KETIGA . Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada

DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT . Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU dibantu oleh Staf Pelaksana Lapangan/Tim
Sekretariat Musrenbang Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, yang
ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Ketua Pelaksana.

KELIMA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bengkalis.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di  : Bengkalis
pada tanggal : 3 JAaNUARL 2013

”§
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Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis
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Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 13 /wpvs /1 /2013

TANGGAL . 2 DANU AR

2013

SUSUNAN TIM PELAKSANA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

Monitoring Bappeda Kabupaten Bengkalis

NO. JABATAN/INSTANSI KEDUDUTKI'?AN DALAM | KET.
SR 2 3 4
1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Penanggung Jawab
2. | Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Ketua Pelaksana
3. | Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkalis Sekretaris
4. | Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Anggota
Bengkalis
S. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anggota
Setda Kabupaten Bengkalis
6. | Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Anggota
Bengkalis
7. | PPKD Anggota
8. | Kasubbag Penyusunan  Program  dan Anggota




